
BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2OO7 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA AIR RINGAU KECAMATAN SERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPA?I NATUNA,

bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek tet<rris

dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur

dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan

Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2Ot6;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2OL6 di Desa Air Ringau terdapat perbedaan Luas

Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 2AAT tentang Pembentukan Desa Air
Ringau Kecamatan Serasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan hurrf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 21 Tahun 2AO7 tentang Pembentukan

Desa Air Ringau Kecamatan Serasan.
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Mengingat :

2.

aI. Pasal i8 ayat 96j Undang-Undang Dasar i.iegara

Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (I,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902l.

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tatrun 2OO8 tentang

Perubahan Ketiga Atds Undang-Undang Nomor 53

Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batem

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a%71;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

[p{onesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Tarrrbahan Lembaran

Negara Reppblik hdgnpsia Nompt 1+3pl;

S- Undsrls-Vndeng No$lpr 12 Tahun 2o11 tentang

FpmhontuhflF P9raturan Perundang-undangan

(trr,nbartltr Negara Republik Indonesia Tahun 2afi
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

3.

4.
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6.

7.

Indonesia Nomor 5234i sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Perrrbahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ai9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tarrtbahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Republik Indonesia tatrun 2Ol9 Nomor 42,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

63221;

8.

9.
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengnn

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 L Tahun 20 1 1

tentang Perubahan Kedua Atas Pera-trrran Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 3lO);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegas€rn Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L tahun 2Ol7

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Afi nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun
2OO7 tentang Pembentukan Desa Air Ringau Kecamatan

Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2OO7 Nomor 21).

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun

2008 tentang Pembenttrkan Kecamatan Serasan Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OO8 Nomor

18);

Dengan Persetujuan Bersama

11.

L2.

13.

14.

DE\ILIAN PERWAKII,AN RAIryAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN

2OO7 TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR RINGAU

KECAMATAN SERASAN.

Menetapkan :
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Pasal I

Beberapa ketenhran dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pembenhrkan Desa

Ringau Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2OO7 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

t. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Desa Air Ringau terbentuk dari Pemekaran Desa Anrng

Ayam Kecamatan Serasan atas prakarsa masyarakat

dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan

kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Luas wilayah Desa Air Ringau Kecamatan Serasan

adalah t 298,035 Ha dengan batas-batas sebagai

berikut
- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Serasan;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut China Selatan;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kampung Hilir;

- Sebelah fimur berbatas dengan Desa Arung Ayam.

Peta Wilayah Desa Air Ringau sebagaimana tercantum

dalam lampiran yffLg merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Perahrran ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Fasal 4

Desa Air Ringau berkedudukan di Kecamatan Serasan

Timur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

(1)

(21

(3)
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai

pad^a tanggal Al Wgentb?r 24lE

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 3l Deie^Afo?r %D

h*rrnooRrs DAERAT-L,

KABUPATEN NATUNAq

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OI9 NOMOR 25

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI

KEPULAUAN RIAU : yt,bg / ?\tg



Desa Pangkalan

!

Desa Tanjung $etelung

Desa Kampung Hilir

Kelurahan Serasan

l-\aoa Tani,,na Aal^,,ueoq r qr uur rg uuruu
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Desa Arung Ayam

U

A

PETA DESA AIR RINGAU
i(ode Wilayah : 21.03.19.2004

Sistem Proyeksi

Sistem Grid

Datum Hodzontal

Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
Nomorl$Iahun'2019

SKALA 1:5.000

{n

:,,n tr

Tranverse Mercator

Grid Geograi dan Grid Universal Transve6e Mercator Zona 4gN

sRGt 2013

tffil DTBUATDANDTTERBTTKANoLEH:
Ilg ffi?I PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

lffiffi] Jl. Batu Sisir - Bukil Arai, Ranai - Natuna 29783, tndonesia.

Wr, 
@copvright2018 AllRights Reserued.
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SAIAS SNUYAH

I Gars Panla ' tosl Pemeban Keralbndai Lirekuqai Paibr

NomorTK

T( 11

TK 12

TK 13

IK 20

IK 21

Untang Bujur

2'30', 1S,4" rU 709" 2' 22,A" Ar
2'30', r0,1" LU 109'2',52,9" BT

2"30'7,4"1U 109"2'57,1"81
2'29'49,9" LU 109' 1'52,7" BT

2"29',10,6',LU 109'2',13,1',BT

Sumber tula dan Riweyel pela - Balas Wi ayah Admlnlsrasi lahun 20 1 6

Pusal Pemelaan Babs Wiavah
. Dab Drgilal Peta Rupa Bumi lndonesE Skaia 1 :50_000

Badan lnfoffiasl Gmspasral: Tahun Launching 2016

. Dah Cltra Tqak Satel{ Reslus Trnqqi. ofiossiematis Tahun : 2016

- Dab C{ra BasemaptuGls 10.2

. Data Clfia SaleitG@gie Eadr sebagai Ff,gidenL{ikasi obiek lapangan.

1 Sumber dala yang digunakan unuk nengidentifrkag oDyek yaf,q dijadikan *hga batas desa pada cilra

sale.l adaah *bagar be"kLl

a. Citra Pleiades

b Ctra Dignal Gtobe

c. Cifa Gmgle (unfuk ke€matan serasandan ssasan limlr)
2 Sumberdeta berupa clka stelit harus menggunakan data dka dan BtG. UPAN. atau Pemerinlah Daerah

ying o {@ro,rasfian oe.qan -APAN. Un[i s-mbe. daE ya"g oei"r:e ura 1no I oon .t "a[s ci dnD.]

dair BIG atru LAPAN. Jika data Casaryang djmaksud bellm le6edia, mat€ pemeflnlah daeah hatus

oe*oodinasl dengan LAPAN unluk membeli dala teGdut

3 Cilra Salelit d daho Peta kera yang dilandatangant deh pihak desa dan kecamataf, belum dikeiahui nilar

akurasinya dikdrenakan belunr ada prosesgq dan odhoraklfikasl

tr. Sumberdaia dalam bentuk cika etelitharus dilaklkan proses pengambrlan CCpdan odhoraktifikasr untuk
mendapatkan crtra tegak stelil re$lusi tjnggi lCTSRl.

5. De$ipsi garis balas penanda batas &n lnlommi balas yare ledlano daam berita a€ra dapal

digunakan sebagd dasar rckonstuks gafl s baias dr CTSRI
6 Setglah ter*dia CTSRT lniomasi garis balas. ioptrim, seia kooiinal yang teqsmbar aalam p€1a dan

yang ietuang dalam berila acara hatusdtssulbn dengan c{ra tersobut(CTSRT)

7 Nilai luasan masing mas€ de$ retupakan luasan lndikahl / sementaB dan harus di hilunq kembali *telah
poii no 6 tedaksna.


